
39

BAB IV

Di dalam BAB IV ini penulis akan mejelaskan dan
memaparkan pembuktian dari hipotesa yang terdapat di BAB I
yang di mana terdapat empat poin hipotesa berdasarkan analisa
teori rational choice yaitu;

1. Jepang menerima tenaga kerja Indonesia karena gaji
tenaga kerja Indonesia yang harus dibayarkan oleh
perusahaan Jepang lebih murah karena bersatus
magang.

2. Tenaga kerja magang Indonesia mudah dibentuk
sesuai dengan kreteria yang dibutuhkan prusahaan dan
dapat bekerja fleksibel termasuk di bidang non-formal.

3. Dengan durasi kontrak magang yang panjang yaitu
selama 3 tahun menguntungkan perusahaan sehingga
biaya pelatihan lebih efisien.

4. Mengatasi permasalahan kelangkaan tenaga kerja
produktif di dalam negeri karena adanya fenomena
Aging pupulation

A. Perbandingan Upah Antara Pekerja Indonesia,
Provinsi Bengkulu, Pekerja Magang, dan Pekerja
Penuh di Jepang.

Upah merupahkan imbalan/balAs jasa yang diterima
oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama, yang terdiri dari komponen upah/gaji pokok
tunjangan, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan
oleh perusahaan, kantor dan majikan. Upah/gaji pokok
memiliki perbedaan dengan Tunjangan. Upah adalah imbalan
dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh
buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan bibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, sedangkan tunjangan yang dimaksud
adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang
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berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kerja,
tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan
kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Berdasarkan berita resmi yang dikeluarkan badan
pusat statistik Indonesia Februari 2018 tentang keadaan
ketenagakerjaan Indonesia rata-rata upah buruh pada Februari
2018 sebesar 2,65 juta rupiah perbulan dan tertinggi berada di
angka 4,13 juta rupiah perbulan dengan upah terendah berada
di angka 1,44 juta rupiah perbulan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No.
13.482 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi
Bengkulu tahun 2019, upah minimum buruh/karyawan/pekerja
Provinsi bengkulu tahun 2019 berada di angka Rp. 2.040.407,-
(dua juta empat puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) perbulan.

Sedangkan laporan Organisasi Perburuhan
Internasional (International Labor Organisation-ILO) tentang
pengupahan atau gaji buruh tahun 2017 negara Republik
Indonesia. ILO menemukan bahwa upah rill Indonesia berada
pada peringkat ketiga terendah diantara negara-negara Asia
dan kepulauan Pasifik. Dalam laporan ILO ketimpangan upah
di tempat kerja menyebutkan rata-rata upah Indonesia hanya
mencapai kurang dari 200 Dolar Amerika Serikat atau Rp 2,6
juta per bulan, Indonesia berada di tingkat ketiga terbawah
setelah Pakistan dan India. (Ahong, 20117)

Pada tahun 1993, Jepang masih bergantung pada
tenaga kerja asing di tahun-tahun terakhir sebelum ekonomi
gelembung pecah, pada saat itu pemerintah Jepang
memperkenalkan Foreign Training Internship Program atau
sebuah program pelatihan pekerja asing di perusahaan-
perusahaan Jepang. Meskipun program ini diklaim untuk
mendukung meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
masyarakat Internasional di negara Jepang dengan cara akusisi
keterampilan teknis dan pengetahuan tentang teknologi
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canggih Jepang pada faktanya program pelatihan ini
digunakan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja tidak
terampil di Jepang karena pemerintah Jepang enggan
mengundang buruh migran transnasional ke negara itu, maka
perusahaan harus mencari cara baru untuk mecari pekerja dan
karena adanya program pelatihan tersebut banyak orang asing
mendaftar dalam program pelatihan kerja magang di jepang
dengan izin kerja tiga tahun yang valid menjadi sumber tenaga
kerja murah, dan akhirnya bekerja di kondisi yang buruk.

Agus Joko Pitoyo menyebutkan di dalam review
mengenai proses pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan
oleh pemerintah D.I Yogyakarta yang di tulis di dalam jurnal
Populasi dengan judul Pemagangan Luar Negeri Tenaga
Kerja: Proses, Pendapatan, dan Alih Teknologibahwa
perbandingan gaji antara pekerja magang dan pekerja penuh di
perusahaan Jepang adalah 3:1 yang mana gaji pekerja penuh di
perusahaan Jepang tiga kali lebih besar dari pekerja magang
berikut ini detail sumber gaji yang di terima oleh peserta
magang:

1. Gaji tiap bulan, berkisar antara 80 s.d 120 ribu yen per
bulan tergantung dari masa kerja dan perusahaan tempat
bekerja.

2. Uang lembur, biasanya di berikan pada tahun kedua dan
upah lembur berkisar setiap jam adalah 1.000 yen.

3. Uang modal usaha yang diberikan sebagai bonus bagi
pekerja yang telah menyelesaikan kontrak magang selama
tiga tahun dengan jumlah 6000 ribu yen.

Dari tiga sumber pendapatan yang di terima peserta
magang di perusahaan Jepang jika di kalkulasikan maka total
jumlah pendapatan yang diterima pemagang selama kontrak
tiga tahun adalah 480 juta rupiah dengan kurs mata uang
rupiah saat ini yaitu satu yen sama dengan 80 rupiah.
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Negara Jepang adalah negara yang memiliki upah
minimum tertinggi di Asia, rata-rata upah yang diterima oleh
buruh di dalam negeri Jepang mencapai Rp 21,26 juta per
bulan sedangkan gaji terendah adalah 16,38 juta perbulan.
Untuk Indonesia sebagai negara berkembang di Asia tercatat
menduduki posisi tiga terendah di Asia sebagai negara dengan
upah minimum terendah yang dimana upah minimum Provinsi
(UMP) tertinggi saat ini adalah Rp 3,7 juta perbulan dengan
upah terendah yang diterima buruh Indonesia tercatat Rp
830.756. (Liputan6, 2016)

Di bawah program Japan’s Industrial Training and
Technical Internship Program, peserta pelatihan diizinkan
untuk tinggal di Jepang di bawah visa “training” selama 1
tahun dan ketika mereka memasuki program tahun ke-2 dan
ke-3 sebagai trainee praktek kerja, status visa mereka berubah
menjadi “designated activities”Ketika peserta pelatihan
memegang “designated activities”, mereka memasuki
hubungan kerja dengan perusahaan mereka dan karenanya
menjadi tunduk pada standar hukum perburuhan Jepang yang
relevan. Selama mereka tinggal di Jepang, trainee dan trainee
praktek kerja juga memiliki hak untuk menerima upah dan
upah bulanan. Menurut JITCO (2008), harus dicatat bahwa
tunjangan pelatihan adalah untuk biaya hidup aktual, seperti
makanan, komoditas sehari-hari, dan kain peserta pelatihan
selama mereka tinggal di Jepang. Selain itu, organisasi
penerima biasanya membayar biaya transit pulang pergi ke dan
dari Jepang, biaya perumahan, biaya utilitas, asuransi
kesehatan dan kecelakaan, dll.

Dari survei Mie University-Japan tahun 2008
menunjukkan bahwa sekitar 68 persen pekerja praktek kerja
Indonesia didalam Jurnal The Dynamics Of Indonesian
Migrant Workers In Japan  Under The Industrial Training
And Technical Internship Program menerima gaji bulanan
berkisar antara Rp.11 juta (110.000 Yen) hingga Rp12 juta
(110.000 Yen) dan hanya 12 persen menjawab bahwa mereka
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menerima berkisar antara Rp13.000. juta (130.000 yen) hingga
Rp.14 juta (140.000 Yen). Jumlah gaji ini sebenarnya hampir
tidak mencapai upah minimum resmi Jepang dan dapat
dikatakan bahwa jumlahnya tidak setara dengan rata-rata
pekerja Jepang. Menurut Japan Statistical Yearbook (2002),
pekerja Jepang, usia 20-29, di sektor manufaktur, kira-kira
menerima gaji 240.000-280.000 yen untuk pria dan 190.000-
210.000 untuk wanita. Namun, karena kondisi Yen Jepang saat
ini terhadap nilai tukar Rupiah sangat tinggi dan kuat maka
jika pendapatan para pemagang di kurs Rupiahkan uang yang
dapat mereka kumpulkan akan sangat banyak. (Nawawi, 2010,
hal. 4-5)

Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus magang
(trainer) menerima gaji lebih kecil dari pada TKI yang
berstatus pekerja (workers) yang mana hal ini mengakibatkan
banyak para peserta magang memilih untuk kabur dari
perusahaan tempat pelatihan dan bekerja di perusahaan lain
yang tidak terikat kontrak dengan pemerintah Indonesia yang
mana hal ini menyebabkan banyak nya TKI ilegal di Jepang
diperkirakan TKI ilegal yang bekerja di Jepang sebanyak 5000
orang. (Suwecawangsa, 2017)

Desember tahun 2018 parlemen Jepang membuat
keputusan yang kontoversial dengan menerima regulasi yang
ditawarkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membuka
pintu pekerja imigran yang disebut sebagai blue collar workers
/ pekerja kerah biru sebanyak 345.000 pekerja asing dalam
lima tahun kedepan terhitung seejak April 2019. Kebijakan di
ambil oleh pemerintah Jepang dan disetujui oleh parlemen
karena kebutuhan pekerja yang paling mendesak di sektor
industri, terdapat 14 sektor industri yang menjadi fokus untuk
340.000 pekerja asing yaitu di sektor keperawatan yang
diperkirakan akan paling banyak menerima pekerja dengan
jumlah lebih kurang 50.000-60.000 pekerja, industri restoran
41.000-53.000 pekerja, sektor konstruksi akan menerima
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30.000-40.000 pekerja dan sektor building-cleaning firms akan
menyerap 28.000-37.000 pekerja. (Murakami, 2018)

Kesuksesan ekonomi Jepang terus menurun dimulai
pada dekade 1980-an dengan hanya tumbuh di kisaran angka
4-5 persen pertahunya dan pada tahun 1990-an ekonomi
Jepang terus melambat dan hanya tumbuh 1-2 persen pertahun
sampai dengan sekarang. Analisis Lawrence Summers yang
menyebutkan gejala yang dihadapi oleh Jepang dengan
pertumbuhan ekonomi yang melambat disebut dnegan Secular
Stagnation.(Emmott, 2017)

Sepanjang tahun 2016 misalnya ekonomi Jepang
hanya mampu tumbuh pada angka 1 persen sedangkan pada
tahun sebelumnya ada di angka 1,2 persen. Gejala penurunan
Industri Jepang yang kalah dengan Cina dikarenakan biaya
produksi yang mahal karena standar upah Jepang relatif lebih
besar daripada Cina yang masih mampu menyediakan upah
murah. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan
merangsang perkembangan industri dalam negeri, Perdana
Mentri Jepang Shinzo Abe melalui kebijkan Abenomics
dengan melonggarkan aturan moneter untuk mendorong inflasi
dan merangsang permintaan. Akan tetapi sektor manufaktur
bergerak sangat lambat untuk bisa menanamkan investasi atau
meningkatkan upah, dan permintaan konsumen yang
mendorong sebagian besar aktivitas bisnis tetap tidak terlalu
bergairah. Kondisi ini memaksa Jepang terus membuka pasar
tenaga kerja dari negara-negara berkembang sehingga Jepang
bisa memasok tenaga kerja untuk menghidupakan industrinya.

Industri-Industri ini membutuhkan tenaga kerja asing
karena untuk mengembangkan basis industri perusahaan-
perusahaan ini sebisa mungkin dapat menekan biaya produksi
perusahaan dan kebijakan yang diambil untuk menekan biaya
oprasional adalah dengan menggunakan tenaga kerja asing
dengan status traineeyang dapat di upah lebih rendah dari
pekerja dalam negeri. Takatoshi ito, profesor di studi
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kebijakan publik dan Internasional Universitas Columbia
yakin masyarakat jepang menyadari perkembangan global
yang mana sejauh ini pekerja asing membantu pertumbuhan
ekonomi dengan mengambil pekerjaan yang tidak mau diambil
orang-orang Jepang sendiri. (Peter, 2018)

Meskipum jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di
Jepang cukup kecil dibandingkan dengan negara tujuan lain,
dapat dilihat terjadinya peningkatan migrasi pekerja Indonesia
dari tahun-ketahun. Bagaimanapun juga hal ini terjadi, karena
perbedaaan signifikan dalam penghasilan dan peluang kerja
antara kedua negara, selain itu perusahaan-perusahaan Jepang
yang semakin terinternasionalisasi juga meningkatkan peluang
baru untuk masuknya pekerja dari Indonesia di Jepang.

Kebijakan perusahaan Jepang yang lebih memilih
untuk menggunakan tenaga kerja magang asing yang kualitas
sumber daya manusia dari pekerja magang lebih rendah dari
pekerja profesional akan tetapi upah yang harus dibayarkan
oleh perusahaan lebih murah. Kebijakan dari perushaan-
perusahaan Japang dalam hal penggunaan tenaga kerja
magang asing saat ini dapat kita analisis dengan menggunakan
konsep efisiensi dan konsep biaya menurut Mulyadi “Efisiensi
adalah tingkat pengendalian biaya atau pengorbanan
sumberdaya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang
telah terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Sedangkan menurut Muchdoro “Efisiensi adalah tingkat
kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam
rangka mencapai tujuan yang di inginkan. Efesiensi sendiri
terbagi dua, yaitu efesiensi waktu dan efesiensi biaya, efesiensi
waktu adalah tingkat kehematan dalam hal waktu saat
pelaksanaan hingga kapan proyek itu selesai. Sedangkan
efisiensi biaya adalah tingkat kehematan dan pengorbanan
ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan kosep biaya menurut Hansen Mowen “Biaya
didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang di
korbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang
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diharapkan memberikan manfaat saat ini atau dimasa yang
akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono
biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk
memperoleh barang atau jasa namun menurut Hermanto dan
Zulkifli adalah sesuatu yang harus dikorbankan untuk
memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan laba.(Lestari,
2017, hal. 121)

Dengan perbandingan upah 1:3 antara pekerja magang
dan pekerja profesional di perusahaan Jepang maka upah
adalah biaya yang harus di keluarkan oleh perusahaan-
perusahaan di Jepang untuk menjalankan perusahaan atau
biaya oprasional. Dalam prinsip ekonomi suatu perusahaan
pasti menginginkan laba sebesar-besarnya dengan modal
seminimal mungkin, dan konsep efesien dan biaya dapat kita
gunakan untuk menganalis alasan dari perusahaan-perusahaan
di Jepang lebih memilih untuk menggunakan tenaga kerja
magang asing dari pada tenaga kerja profesional dalam negegi
hal ini terjadi karena perusahaan lebih memilih untuk
mengefisienkan biaya oprasional perusahaan untuk
meningkatkan pendapatan laba. Hal ini senada dengan tujuan
dari Japanese Industrial Training Program (ITP)dan
Technical Internship Program (TIP) menurut Japan
International Training Coorperation Organization (JITCO)
bahwa tujuan dari program pemagangan ini untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau pekerja
magang untuk berkontribusi dalam pengembangan
perusahaan-perusahaan dalam negeri Jepang dengan menerima
tenaga kerja produktif dari negara lain.

B. Perusahaan Jepang Membutuhkan Tenaga Kerja Usia
Produktif

Di dalam konsep angkatan kerja, umur seorang
pekerja merupahkan faktor demografi penting yang turut
menentukan kondisi fisik dan produktivitas seseorang.
Menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukkotjo produktivitas adalah
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suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil
(jumlah barang dan jasa yang di produksi) dengan sumber
(tenaga kerja, bahan baku, modal, energi, dan lain-lain) yang
digunakan untuk menghasilkan suatu barang. (Widodo, 2015)

Berdasarkan hasil penelitian Tutuhatunewa tahun
1998, diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja di industri
sangat di pengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, jumlah
tanggungan keluarga, tingkat upah dan alokasi waktu kerja dan
Penggunaan para pekerja asing dalam hal ini adalah pemagang
(nikkei workers) di Jepang sendiri banyak digunakan di sektor
manufaktur seperti produsen barang outomotif, subkontraktor
komponen elektronik, pabrik makanan dan sebagainya yang
mana sektor pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan
tingkat tinggi, sederhana dan berulang.

Batas umur minimal dan maksimal bagi calon pekerja
magang merupahkan persyaratan awal agar mereka dapat
bekerja secara optimal di tempat kerja dan peraturan yang
diberlakukan oleh asosiasi IM Japan menyebutkan bahwa
umur maksimal bagi calon pekerja magang yang
berpendidikan terakhir SMU adalah 25 tahun, sementara bagi
yang berpendidikan terakhir universitas atau perguruan tinggi
adalah 27 tahun. Dengan adanya batasan umur maksimal yang
ketat diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang,
kebanyakan peserta magang yang magang di perusahaan
Jepang terkonsentrasi pada umur sekitar 20 tahun untuk yang
berpendidikan terakhir SMU dan 26 tahun untuk mereka yang
berpendidikan terakhir sarjana.

Nawawi menuliskan di dalam laporan wawancara
langsung dengan peserta pelatihan menyatakan bahwa untuk
dapat bekerja dan bertahan hidup dengan bekerja di pabrik
logam, peserta harus kuat dan mampu bekerja dalam kondisi
yang sulit. Dalam wawancara, mereka menyatakan bahwa saat
ini hanya sedikit orang muda Jepang yang mau bekerja di
pabrik logam, karena tempat kerjanya terlalu keras bagi
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banyak dari mereka. Oleh karena itu, pabrik logam kecil dan
menengah di Jepang sangat bergantung pada keberadaan
trainee asing untuk mempertahankan proses produksinya dan
pasokan sumber tenaga kerja.

Pemerintah Jepang membutuhkan peserta magang
untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang tidak hanya
karna untuk mengembangkan perusahaan dalam negeri dengan
menekan biaya produksi di sektor upah pekerja akan tetapi
juga di perusahaan-perusahaan dalam negeri Jepang sendiri
sedang mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor yang di
kenal dengan istilah 3K yakni Kitsu (pekerjaan kasar), Kitanai
(pekerjaan kotor), dan Kiken (pekerjaan berbahaya) karena
ketiga jenis pekerjaan ini kurang diminati oleh anak-anak
muda Jepang.  Perusahaan memilih para peserta magang asing
karena peserta magang dapat beradaptasi dengan kodisi
tersebut dan para peserta magang memiliki kualitas
produktivitas yang tinggi dikarenakan faktor usia yang relatif
muda. (ITPC OSAKA, 2014, hal. 13)

Provinsi Bengkulu dengan jumlah masyarakat yang
tingkat pendidikan masyarakat yang lulus SLTA sampai
dengan Diploma atau Perguruan Tinggi ada 20,9% atau sama
dengan 37.921 jiwa dan yang bersatus sebagai pengangguran
berjumlah 15,312 jiwa. Dengan jumlah angkatan kerja 99.850
pada tahun 2018. Provinsi merupahkan rekan kerjasama IM
Japan yang tepat untuk mendapatkan pekerja asing dengan
umur yang produktif untuk mengatasi kelangkaan pekerja di
industri-industri domestik Jepang

C. Durasi Kontrak Magang Selama 3 Tahun
Menguntungkan Perusahaan Sehingga Biaya
Pelatihan Lebih Efisien

Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah salah satu
elemen penting yang melekat pada suatu hubungan
bisnis/kerja baik yang berskala besar maupun kecil, baik
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domestik maupun internasional. Kontrak kerja berfungsi
memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur
hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi
bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang
timbul di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (14)
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.

Dalam hal pemagangan terdapat kontrak kerja atau
yang di sebut dengan perjanjian pemagangan, disebutkan di
dalam Petunjuk Teknis Pelatihan Pemagangan Berbasis
Pengguna yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pemagangan,
Dapartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2008
dalam penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan berabsis
pengguna wajib adanya perjanjian pemagangan antara peserta
dengan perusahaan tempat magang. Perjanjian Pemagangan
sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban kedua belah
pihak yaitu peserta dan perusahaan, serta jangka waktu
pelaksanaan magang, bagi peserta yang telah memenuhu
persyaratan diberikan sertifikat pelatihan pemagangan dan
dapat mengikuti uji kompetensi, uji kompetensi dapat
menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia), atau standar khusus perusahaan, dan pasca magang
di perusahaan, terutama bagi peserta yang memperoleh
sertifikat pelatihan agar diupayakan penempatan, baik di
perusahaan tempat magang atau di perusahaan lain yang
membutuhkan, setidaknya dapat digunakan sebagai data
pencari kerja kompeten yang sewaktu-waktu dapat direkrut
sehingga realisasi dari penempatan lulusan ini agar dilaporkan
oleh Panitia Daerah kepada Direktorat Bina Pemagangan, guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk masa
yang akan datang. (Direktorat Bina Pemagangan , 2008)
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Dalam memahami kontrak perjanjian kerja peserta
magang IM Japang maka sebelum itu penulis akan
memaparkan bagan hubungan kerja antar instansi dan pihak
yang terkait dalam program pemagangan ke Jepang sebagai
berikut:

Keterangan:

Kerjasama

Intruksi

Koordinasi

Gambar 4.2 Hubungan Kerja Pelatihan Pra-Pemberangkatan
ke Jepang

IM Japan Dirtjen Binalatas
Kemenakertrans RI

Disnaketrans
Provinsi/Daerah

UPT Pusat

Panitia
Penyelenggara

Instruktur
FMD

Guru
Indonesia

Guru
Jepang
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1. Proses pemberangkatan, pelatihan, dan pemagangan

Tahap pelatihan pra-pemagangan di perusahaan
Jepang terdapat tiga tahap, yaitu pelaksanaan pelatihan pra-
pemberangkatan tahap 1, pelaksanaan pelatihan pra-
pemberangkatan tahap II dan pelaksanaan program
pemagangan di Jepang.

Pelatihan pra pemberangkatan tahap 1 berlangsung
selama dua bulan lebih sepuluh hari yang di laksanakan oleh
Disnakertrans bekerja sama dengan IM Japan. Disnakertrans
yang dimaksud adalah Disnakertrans daerah yang bertanggung
jawab atas penyedian tempat pelatihan dan fasilitas pelatihan
di daerah dan juga pelatihan fisik, mental dan disiplin (FMD).
Sedangkan IM Japanbertanggung jawab atas pelatihan bahasa,
kebudayaan, kelengkapan berkas, dan pemahaman peserta
mengenai program ini.

Setelah pelatihan pra keberangkatan I di daerah
selama dua bulan selanjutnya para calon peserta magang dari
seluruh Indonesia dikumpulkan di BBPLKN atau yang dikenal
dengan nama CEVEST (Center for Vocational and Extention
Service Training) berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. CEVEST
bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan pelatihan kerja
keluar negeri yang mana lembaga pengembangan pelatihan ini
merupahkan unit kerja Eselon II, Pelatihan pra
pemberangkatan tahap II berlngsung selama 2 bulan .

Pasca peserta magang melewati proses seleksi dan
pelatihan yang cukup ketat di Indonesia, peserta akan
diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program praktek
keterampilan kerja di perusahaan penerima yang beraada di
Jepang. Program dilaksanakan selama 3 tahun di Jepang yang
terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pelatihan terpusat di
training center, pelatihan di perusahaan penerima, dan praktek
keterampilan kerja di perusahaan penerima. Saat dua tahap
pelatihan pra keberangkatan selesai di Indonesia dan para



52

peserta di nyatakan lulus dan di berangkatkan ke Jepang.
Sebelum masuk ke perusahaan untuk mengikuti program
pemagangan, di Jepang para peserta magang akan
mendapatkan Materi Pelatihan Terpusat di Training Center
selama satu bulan yang mana materi pelatihan tersebut
meliputi; Orientasi IM Japan, dan Pelatihan Tingkat Dasar.
Setelah tahap Materi Pelatihan Terpusat maka peserta magang
akan masuk ke tahap kedua yaitu Pelatihan Kerja di
perusahaan penerima yang di laksanakan di bulan ke-2 sampai
dengan bulan ke-12 setelah kedatangan peserta di Jepang,
didalam program pelatihan kerja di perusahaan ini peserta
akan dibimbing dan dinilai oleh instruktur pelatihan dari
perusahaan. Setelah pembimbingan dan penilaian dari
instruktur pelatihan maka para peserta ini akan diseleksi
kembali apakah layak untuk melanjutkan ketahap selanjutnya
yaitu Praktek Keterampilan Kerja di perusahaan penerima di
tahap ke tiga ini diperuntukkan bagi peserta yang lulus ujian
keterampilan sertifikasi Negara, menunjukan prestasi yang
baik dalam pelatihan dan memperoleh ijin perubahan status
tinggal. Program ini dilakukan dengan ikatan atau kontrak
antara perusahaan penerima dengan peserta dimulai dari bulan
ke-13 terhitung sejak kedatangan peserta di Jepang.

2. Perjanjian kontrak kerja peserta magang

Setelah bulan ke-13 status peserta akan berubah dari
peserta pelatihan kerja menjadi peserta praktek keterampilan
kerja maka oleh karena hal tersebut peserta praktek
keterampilan dan perusahaan penerima mengadakan perjanjian
kerja yang disebut dengan kontrak kerja yang sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan
sistem tersebut. Dengan garis besar sebagai berikut:

a. Kontrak kerja merupahkan perjanjian kerja merupahkan
perjanjian antara perusahaan penerima dengan peserta
pemagangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati bersama.
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b. Kontrak kerja dilakukan berdasrkan kondisi atau
persyaratan ketenagakerjaan guna menghindari masalah
atau persoalan.

c. Perusahaan penerima dan peserta praktek keterampilan
kerja wajib saling mentaati dan mematuhi ketentuan-
ketentuan yang tertera dan telah disepakati bersama
didalam kontrak kerja.

Jangka waktu kontrak kerja untuk peserta program
praktek keterampilan kerja adalah satu tahun, demikian juga
pada waktu akan masuk ke tahun ke-2 pada program yang
sama. Hubungan antara perusahaan penerima dengan peserta
magang adalah ikatan kerja yang mana tunjangan pelatihan
berubah menjadi gaji yang dibayar langsung oleh perusahaan
penerima sesuai dengan kontrak kerja, Kontrak kerja meliputi
tunjangan minimum yang di berikan ke13 hingga bulan ke-24
kepada peserta magang adalah sebesar sama dengan tunjangan
peserta pelatihan, yaitu 90.000 Yen perbulan kemudian pada
tahun ke-2 program praktek keterampilan kerja akan ada
perjanjian kerja yang baru dengan ketentuan nilai tunjangan
sebesar 100.000 Yen perbulan. IM Japan akan menugaskan
pegawai yang ditunjuk sebagai pembimbing peserta magang
dari IM Japan di perusahaan penerima secara periodik atau
setiap waktu untuk menyaksikan keadaan pelaksanaan
program pemagangan di perusahaan penerima, sekaligus
menerima keluhan, masalah, pertanyaan dari peserta
pemagangan dan Konsultan Pelatihan Internasional (JITCO)
akan melaksanakan koordinasi dan melakukan peninjauan
terhadap pelaksanaan program setiap bulan. Kontrak kerja
antara peserta dan perusahaan juga meliputi Asuransi untuk
melindungi para peserta magang selama melaksanakan
program magang selama di perusahaan tersebut, asuransi yang
diberikan berupa asuransi kecelakaan kerja dan asuransi umum
dan kontrak kerja juga memuat kesepakatan pasca program
pemagangan selesai, kelanjutan program setelah peserta
kembali ke Indonesia tersusun secara sistematis dengan
penyaluran peserta untuk bekerja di perusahaan Jepang yang
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berada di Indonesia dan memberikan dana untuk usaha
mandiri di negara asal sebesar 600.000 Yen.

Regulasi negara Jepang yang hanya menerima tenaga
kerja asing trampil di sektor formal menjadi permasalahan
yang harus di selesaikan didalam kerjasama pengiriman tenaga
kerja magang antara IM Japan dan Dipnakertrans Indonesia
dikarenakan posisi negara Indonesia yang berstatus sebagai
negara berkembang dan Jepang sebagai negara advance
industrial countrymemiliki perbedaan kualitas sumber daya
manusia (SDM) maka untuk menyelesaikan permasalahan ini,
sebelum para peserta magang melaksanakan program pelatihan
di Jepang diberikan pelatihan pra-keberangkatan di Indonesia
yaitu meliputi; Rekruitmen/seleksi, pelatihan pra
pemberangkatan tahap I di daerah selama 2 bulan dan
pelatihan pra pemberangkatan tahap II di pusat (Cevest
Bekasi) selama 2 bulan dan pihak yang melaksanakan
pelatihan pra keberangkatan ini merupahkan tanggung jawab
bersama antara IM Japan dan Dipnakertrans daerah/pusat .
Pelaksanaan pelatihan pra keberangkatan tentu membutuhkan
biaya tambahan yang akan membebani kedua belah pihak
sebagai pihak pelaksana pelatihan pra keberangkatan maka
kontrak program magang yang relatif panjang yaitu berdurasi
selama 3 tahun dapat mengefisienkan biaya pelatihan yang
dibebankan kepada IM Japan dan Dipnakertrans Indonesia dan
untuk lebih mengefisienkan biaya pelatihan pemerintah Jepang
berencana meningkatkan durasi magang yang sebelumnya tiga
tahun menjadi lima tahun didalam kontrak magang dengan IM
Japanwacana kebijakan ini diungkapkan oleh Vice Presiden
Japan International Training Coorperation Organization
(JITCO) Mr. Kensuke Tsuzuki saat bertemu Menteri
Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta tahun 2016.
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D. Negara Republik Indonesia, Jepang, dan Tenaga
Kerja Dalam Negeri

Indonesia adalah negara dengan status sebagai negara
berkembang dengan populasi penduduk 262 juta jiwa dan
menduduki posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki
penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 menurut data
dari Badan Pusat Stasitik jumlah angkatan kerja Indonesia
sampai dengan bulan Februari sebanyak 133,94 juta orang,
naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017 dengan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen dan
jumlah pengangguran di Indonesia adalah 6,87 juta orang.
(Nurma Midayanti, S.Si, M.env.Sc, 2018)

Dengan jumlah penduduk yang besar dengan laju
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ditambah dengan
struktur penduduk didominasi berusia muda dan Indonesia
akan menghadapi ledakan angkatan kerja baru dan tentu saja
membutuhkan lapangan kerja baru pula. Menurut Prijono
Tjiptoherijanto di dalam analisis struktur demografi
masyarakat Indonesia di bedakan menjadi tiga kelompok (a)
kelompok umur muda, di bawah 15 tahun (b) kelompok
masyarakat yang di sebut sebagai angkatan kerja produktif
yang memiliki rentang umur dari 15 sampai dengan 64 tahun
(c) kelompok umur tua, usia 65 tahun keatas. Struktur umur
penduduk suatu negara dikatakan muda apabila proporsi
penduduk umur muda sebanyak 40% atau lebih sementara
kelompok umur tukurang atau sama dengan 5%.

Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan umur
sebagai berikut: kelompok umur muda (<15 tahun) mencapai
70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6%, kelompok usia produktif
(15-64 tahun) 179,13 juta jiwa atau 67,6% dan penduduk usia
lanjut yaitu umur 65 keatas sebanyak 85,89 juta jiwa atau
5,8%. (katadata.co.id, 2018)
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Berdasarkan data diatas dan diklasifikasikan maka
penduduk Indonesia berstruktur usia produktif yang mana
persentasi umur produktif nya lebih dari 60% dan persentase
usia tuanya adalah 5%.

Sedangkan penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu berjumlah
1.814.40 ribu Jiwa. Dengan komposisi penduduk menurut
jenis kelamin berkomposisi Laki-laki 925.688 ribu jiwa dan
Perempuan 888.669 ribu jiwa dan kelompok masyarakat yang
tingkat pendidikanya berstatus SLTA pada tahun 2015
berpersentase 15,2% dari total penduduk Provinsi Bengkulu ,
sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya
berstatus Diploma/PT berpersentase 5,7% dari total seluruh
jumlah penduduk Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu
mencapai 1,9 juta orang dan dari jumlah tersebut sebanyak
1,41 juta orang atau sebesar 74,2 persen merupahkan
penduduk usia kerja (telah berumur diatas 15 tahun).
Dibandingkan dengan Agustus 2017 yang berjumlah 1,40 juta
orang, jumlah penduduk usia kerja telah bertambah sebanyak
14,8 ribu orang atau naik sebesar 1,06 persen, demikian pula
bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2017 jumlah
penduduk usia kerja mengalami peningkatan sebanyak 27,6
ribu orang atau naik sebesar 2,0 persen. Dari tahun 2017
sampai dengan 2018 ada peningkatan jumlah angkatan kerja
sebanyak 1,03 juta orang dan dengan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) bulan Februari 2018 sebesar 73,12
persen. (Fatmasari Damayanti S.Si, 2018)

Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mengalami
peningkatan Angkatan kerja sebanyak 1,03 juta orang dan
Provinsi Bengkulu hanya mampu menyerap angkatan kerja
pada tahun 2018 hanya sebesar 70 persen dan 30  persen
angkatan kerja tidak berkerja atau menganggur, dengan adanya
penandatanganan kerjasama antara IM Japan dan Provinsi
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Bengkulu November 2017 tentang pengiriman tenaga kerja
dengan status magang ke Jepang akan dapat menigkatkan
angka penyerapan angkatan kerja dan menurunkan angka
pengangguran di Provinsi Bengkulu.

Pada era 1960an sampai dengan 1970an Japang adalah
negara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pencapaian ini merupahkan sebuah prestasi karena belum
genap 3 dekade sebelumnya negara Jepang hancur akibat
kekalah perang di Perang Dunia II. Keberhasilan Jepang
keluar dari kesulitan ekonomi, sosial dan politik pasca perang
mendapatkan pujian dari dunia Internasional, Ezra Fogel
seorang penulis Amerika didalam bukunya Japan as
#1menobatkan Jepang sebagai raksasa ekonomi baru di dunia.
Jepang disebut sebgai phoenik yang terlahir dari abu. Akan
tetapi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat tersebut
menjadi semacam gelembung yang meledak pada akhir dekade
1980’an sampai awal dekade 1990an hingga saat ini
pertumbuhan ekonomi Jepang mulai stagnan bahkan menurun
pada dekade terakhir ini.

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang stagnan dan
cendrung menurun menurut beberapa ahli salah satu faktor
penyebabnya adalah kondisi domografis penduduk Jepang
yang dimana penurunan tingkat kelahiran kelahiran (Declining
Birthrate) dan populasi yang menua (Aging Population)
kondisi ini menyebabkan berkurangnya produktivitas
masyarakat karena kekurangan angkatan kerja yang produktif
dan angkatan tua yang tidak produktif lagi atau yang telah
pensiun menjadi beban perekonomian negara karena sudah
tidak bekerja.

Penurunan angka kelahiran di Jepang dengan cepat
menyebabkan lebih sedikit anak dan kemiskinan bagi yang
menua pada tahun 2005 negara Jepang memasuki fase dimana
populasinya jatuh. Menurut proyeksi yang dirilis oleh Institut
Nasional Kependudukan dan Penelitian Jaminan Sosial Jepang
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pada bulan Desember 2006, Penurunan angka kelahiran dan
penuaan populasi diperkirakan akan meningkat lebih jauh dari
titik ini dan kemungkinan akan menjadi depopulasi penuh
masyarakat. Proyeksi oleh Institut Jepang untuk Kebijakan dan
Pelatihan Ketenagakerjaan memberikan prediksi bahwa, jika
rasio partisipasi pekerja untuk melanjutkan pada tingkat yang
sama dengan 2006, 66,57 juta orang yang berada di angkatan
kerja pada waktu itu akan berkurang menjadi 55,84 juta di
tahun 2030, penurunan diperkirakan  10,7 juta orang.(Yamada,
2010)

Masyarakat Jepang dikatakan sebagai masyarakat
yang menua (koreika shakai), karena jumlah penduduk berusia
tua yaitu 65 tahun keatas terus bertambah karena angka
kelahiran sangat rendah diikuti dengan usia harapan hidup
penduduk Jepang yang semakin panjang. Data yang dikutip
dari Kementrian Dalam Negeri menyebutkan bahwa pada
1970 penduduk tua di Jepang menduduki presentase 7,1% dari
jumlah penduduk secara keseluruhan, tahun 1995 sebesar
14,5% tahun 2007 sebesar 21,5%, tahun 2013 sebesar 25,0%
dan data per 1 januari 2017 jumlah penduduk tua 27,2% dari
total jumlah penduduk jika kondisi seperti saat ini tidak
berubah, diperkirakan jumlah penduduk tua pada tahun 2020
menjadi 29,1% dan tahun 2035 menjadi 33,4% artinya dalam
setiap 3 orang terdapat 1 orang berusia diatas 65 tahun.
(Shobichatul Aminah, 2018)

Negara Jepang sedang dilanda kekurangan tenaga
kerja menurut Kementrian Ketenagakerjaan setempat data
terakhir tahun 2019 menunjukan setidaknya terdapat 161
pekerja untuk 100 pencari kerja di Jepang dan tingkat
pengangguran yang hanya di angka 2,4%. Ketika populasi
Jepang bertambah dan semakin kecil, pemerintah berjuang
untuk menyeimbangkan pandangan konservatifnya tentang
imigrasi dengan kebutuhan akan pekerja baru yang lebih
muda. Opini publik ada disisi perubahan yang dimana dahulu
masyarakat Jepang yang homogen dan cendrung tertutup
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untuk masyarakat luar dan terlepas dari persepsi Xenophobia
survei 2018 Pew mengungkapkan bahwa 59% orang Jepang
percaya bahwa imigran sebenarnya akan membuat negara
Japang lebih kuat. Pada tahun ini anggota parlemen Jepang
menyetujui perubahan kebijakan yang di usulkan oleh Perdana
Mentri Shinzo Abe yang akan menciptakan kategori visa baru
untuk memungkinkan sekitar 340.000 pekerja asing
mengambil pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan upah
rendah di Jepang selama lima tahun ke depan.

Motoshige Ito, seorang profesor ekonomi di
University of Tokyo berpendapat bahwa, “Objectively
speaking, Japan cannot make up for its labor shortage by itself
in the long run.” Ito pun juga mengatakan bahwa “In the era of
economic globalization, domestic manpower will shift to
stronger industries, and we need to supply laborers from
overseas in weaker industries” Pendapat ini pun sesuai dengan
apa yang terjadi di perekonomian negara Jepang saat ini yang
sedang sedang mengalami penurunan ekonomi nasional karena
kekurangan tenaga kerja domestik di sektor-sektor
keterampilan ekonomi yang lebih rendah. Meskipun Jepang
bersikap sangat keras pada imigrasi tapi nyatanya Jepang telah
lama menyambut pekerja asing yang berstatus traineeyang
dimulai pada tahun 1993 dengan programThe Japan’s
Industrial Training and Technical Internship Program dan
mahasiswa asing, jumlah pekerja asing di Jepang pun
mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2012 jumlahnya
sekitar 680.000 orang dan pada tahun 2017 jumlahnya naik
sekitar 1,28 juta orang.(Masutomo, 2018) Penawaran dan
permintaan antara orang asing yang mencari pekerjaan dan
perusahaan lokal yang menawarkan pekerjaan berkembang
begiitu pesat. Instansi Pemerintah Jepang berperan dalam
memberikan informasi tentang rekruitmen dari perusahaan
lokak kepada imigran yang tinggal di Jepang untuk
mendapatkan pekerjaan.
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Kerjasama IM Japan dan Dipnakertrans Indonesia
melalui program The Japan’s Industrial Training and
Technical Internship Programmerupahkan sebuah pilihan
kebijakan yang rasional karena bagi Jepang TITP secara tidak
langsung membantu mengatasi masalah krisis tenaga kerja
yang terjadi di Jepang karena permasalah demografis yaitu
penurunan angka kelahiran dan peningkatan penduduk usia tua
di Jepang yang saat ini penduduk usia tua diangka 27% dan
Negara Indonesia yang saat ini demografi penduduk produktif
diangka179,13 juta jiwa atau 67,6% menjadi pilihan yang tepat
dalam kerjasama ini.


